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1.1 Latar Belakang 
       Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar 
bagi negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan 
pemerintah, dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. 
Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam 
membiayai pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2011 
penerimaan sektor pajak mencapai 80% dari volume penerimaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peningkatan penerimaan pajak untuk 
beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan 
kontribusi pajak terhadap pendapatan negara pada tahun 2007-2011.  
Tabel 1.1 
Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara 
Tahun 
Penerimaan Pajak 








Milyar    (Rp) 
Persentase 
(%) 
Milyar    (Rp) 
2007 490.988 69,37 216.818 30,63 707.806 
2008 658.700 67,10 322.909 32,90 981.609 
2009 619.922 73,04 228.841 26,96 848.763 
2010 743.325 74,90 249.067 25,10 992.392 
2011 873.735 80,45 212.334 19,55 1.086.069 




       Peningkatan penerimaan pajak memberikan dampak positif terhadap 
pembangunan negara membantu membiayai pengeluaran pemerintah sehingga 
pemerintah terus berupaya untuk memungut pajak semaksimal mungkin. Hal ini 
sejalan dengan fungsi pajak sebagai budgetair. Pajak sebagai alat atau 
instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam 
kas negara. Pajak diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat 
untuk dimasukkan ke dalam kas negara dan digunakan sebagai penopang bagi 
penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan (Pudyatmoko, 2009:16). Sesuai 
dengan fungsinya, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang 
sebagian besar dananya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah 
serta pelaksanaan pembangunan. 
       Berbagai kebijakan dibuat pemerintah agar pendapatan yang diperoleh dari 
pajak mencapai target bahkan melebihi target yang telah disusun dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Melalui 
kebijakan yang dibuat pemerintah, diharapkan jumlah pajak yang dipungut dari 
masyarakat terus mengalami peningkatan yang akan berdampak positif terhadap 
pertumbuhan perekonomian negara. Peningkatan pendapatan yang terjadi pada 
sektor pajak, tidak terlepas dari pemahaman masyarakat dan wajib pajak 
terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, serta kesadaran wajib pajak dalam 
melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban di bidang perpajakan.  
       Pada tahun 1983 pemerintah menetapkan sistem self assessment secara 
penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia melalui Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Undang-Undang KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984 (Burton dan 




menjadi self assessment yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memperoleh 
pajak semaksimal mungkin. Self assessment merupakan suatu sistem 
pemungutan pajak yang wajib pajak sendiri menentukan jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam hal ini kegiatan 
pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang memberi 
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Marsyahrul, Tanpa 
Tahun:9). Sistem self assessment diterapkan karena wajib pajak dianggap 
mampu diberi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang 
pajaknya sendiri.  
       Sistem self assessment yang diatur dalam UU KUP diterapkan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
(UU PPh) dan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak 
pertambahan nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN). UU PPh mengatur tentang 
pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib pajak 
merupakan subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (UU Nomor 28 
Tahun 2007, Pasal 2 ayat (1)). Wajib pajak tersebut yang akan menggunakan 
metode self assessment dalam pelaporan pajak penghasilan dalam tahun pajak. 
       Dengan menggunakan metode self assessment, wajib pajak berkewajiban 




melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk dapat melaksanakan kewajiban 
perpajakan menggunakan metode self assessment, diperlukan pedoman untuk 
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) salah satunya dengan 
melakukan pembukuan. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan melakukan 
pembukuan (Mardiasmo, 2011:144). Wajib pajak diwajibkan melakukan proses 
pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan 
yang akan menghasilkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
setiap tahun pajak berakhir.  
       Dalam menghitung jumlah pajak terutang, seringkali terdapat perbedaan 
antara laba pajak/laba fiskal (taxable income) dengan laba akuntansi (komersial). 
Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan dari segi konsep, cara pengukuran, 
serta pengakuan pendapatan dan biaya. Suatu penghasilan yang diakui menurut 
fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi komersial dan sebaliknya. Demikian 
juga dengan biaya terdapat biaya yang tidak diakui menurut fiskal tetapi, diakui 
menurut akuntansi dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba menurut 
akuntansi dapat berbeda dengan laba fiskal (Penghasilan Kena Pajak). 
penghasilan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan 
keadaan finansial dari suatu entitas, sedangkan laba fiskal (PKP) ditujukan untuk 
menghitung pajak penghasilan. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laba 
komersial dihitung berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laba fiskal (PKP) dihitung berdasarkan 
peraturan perpajakan. Untuk menetapkan PPh, laporan keuangan disusun 
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, namun dalam penetapan 




berlaku. Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi dasar dalam menetapkan pajak 
penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 (PPh 25). 
       Penghitungan dan pelaporan penghasilan yang sesuai dengan ketentuan 
perpajakan menandakan pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam 
memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. PT Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) Makassar yang bergerak di bidang jasa merupakan wajib pajak, wajib 
menghitung pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dengan 
melaporkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK). Laporan yang sesuai dengan SAK tersebut, dalam menetapkan laba 
sebelum pajak dapat berbeda dengan penghasilan kena pajak. Untuk 
mendapatkan penghasilan kena pajak, maka harus dilakukan koreksi fiskal atas 
laba sebelum pajak tersebut. 
       Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar”.  
1.2 Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “apakah perhitungan pajak 
penghasilan badan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Makassar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku”. 
1.3 Tujuan Penelitian 
       Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 




1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pada PT 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar. 
2. Untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan yang 
dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Perusahaan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang 
agar sesuai dengan peraturan perpajakan. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Untuk menambah dan mengembangkan wawasan peneliti berkaitan 
dengan masalah yang diteliti dan sebagai masukan, baik untuk bahan 
referensi dan bahan perbandingan antara teori dan praktik yang ada. 
Berguna untuk memberikan gambaran atau wawasan yang jelas 
tentang perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan 
peraturan perpajakan.  
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I Pendahuluan 
 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
 Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam 




membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam 
penelitian ini. 
BAB III Metode Penelitian 
 Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
dan metode analisis. 
BAB IV Hasil Penelitian 
 Bab ini berisi tentang sejarah perusahaan, perkembangan 
perusahaan, visi dan misi, lokasi perusahaan, struktur 
organisasi dan menguraikan deskripsi penelitian, antara lain 
mengenai laporan keuangan yang meliputi laporan posisi 
keuangan (neraca) dan laba rugi, perhitungan PPh badan, dan 
koreksi fiskal pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Makassar. 
BAB V Penutup 







2.1 Pengertian Pajak 
      Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak adalah: 
“…iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
      Menurut Smeets dalam Purwono (2010:6), pajak adalah: 
“...prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan 
yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan 
dalam kasus yang bersifat individual, maksudnya adalah untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah.” 
       Menurut Adriani dalam Zain (2008:10), pajak adalah: 
 “...iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka 
yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali 
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan 
pemerintahan. 
Menurut Harnanto (2013:1), pajak adalah: 
 “...pembayaran atau pembebanan yang secara tidak langsung berhubungan 
dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan 
badan/organisasi yang berada dalam wilayah atau dalam jangkauan 
pemerintahan.” 
Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga 
atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan, pajak adalah: 
“...kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 




       Dari beberapa definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, sebagai berikut. 
1. Adanya peralihan kekayaan dari individu atau badan ke pemerintah. 
2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. 
3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 
membiayai investasi publik. 
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 
pemerintah.  
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.  
2.1.1 Fungsi Pajak 
       Menurut Sari (2013:37) ada dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi penerimaan 
(budgeter) dan fungsi mengatur (regulered). 
1. Fungsi Penerimaan (budgeter).        
       Pajak sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-
banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membayar 
pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai 
sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 




negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. 
Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan 
untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, 
pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, 
uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam 
negeri dikurangi pengeluaran rutin.  
2. Fungsi Mengatur (reguler). 
       Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang 
keuangan (bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) 
misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-
pengecualian keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-
pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Dengan 
fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan negatif. 
Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu 
kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dipandang sebagai sesuatu 
yang positif oleh pemerintah. Oleh karena itu kegiatan tersebut akan di 
dukung pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif 
pajak (tax incentive) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas 
perpajakan berupa beberapa hal sebagai berikut. 
a. Pemberian pembebasan pajak (tax holiday) dan keringanan pajak 
untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru yang akan 
memperoleh bahan baku yang usahanya didirikan di wilayah 




b. Pemberian pengurangan-pengurangan pajak bagi pengarang 
buku ilmiah sehingga hasrat para ilmuwan untuk menerbitkan 
buku lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
c. Pemberian pengecualian-pengecualian pajak bagi pertunjukan-
pertunjukan kesenian tradisional sehingga kesenian tradisional 
dapat hidup berdampingan dengan kesenian lain. 
d. Pemberian kompens asi pajak terhadap kerugian yang diderita 
oleh perusahaan terhadap pajak penghasilannya untuk jangka 
waktu tertentu, dengan demikian perusahaan tersebut dapat 
memperoleh hasil yang lebih produktif sehingga di masa 
berikutnya akan dapat dikenakan pajak. 
e. Pemberian tarif yang rendah atau pembebasan kepada badan-
badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia. Tujuannya 
memberikan dorongan bagi koperasi yang telah berdiri untuk lebih 
maju.  
       Pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan 
untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan 
kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan 
dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan 
memberatkan masyarakat untuk melakukan sesuatu kegiatan yang ingin 
diberantas oleh pemerintah. Tindakan pemerintah demikian ini dapat 
dinamakan des incentive tax, antara lain berupa beberapa tindakan 
sebagai berikut. 
a. Pemberian tarif yang tinggi atas hasil produksi barang-barang 
mewah, yang selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, juga 




menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus 
upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif. 
b. Pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu 
untuk melindungi barang-barang yang juga di produksi di dalam 
negeri. 
c. Pemberian hambatan terhadap barang-barang, misalnya minuman 
keras dan pemberatan-pemberatan khusus terhadap pajaknya 
agar masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras.  
d. Dalam bidang sosial (KB), bagi keluarga yang melebihi jumlah 
anak 3, tidak diberikan tambahan untuk Penghasilan Tidak Kena 
Pajak. Artinya tambahan untuk wajib pajak kawin hanya diberikan 
pembatasan sebanyak 3 orang anak.  
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak 
       Suandy (2008:130) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak, ada tiga 
sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak, sebagai berikut. 
1. Official Assesment System 
Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang jumlah 
pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan 
ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini wajib pajak 
bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini, pajak timbul 
apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.  
2. Self Assesment System 
Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang wajib 
pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 




melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan 
wajib pajak. Agar sistem self assessment berjalan dengan lancar, 
dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak, antara lain: 
a. kesadaran wajib pajak (tax consciousness,) 
b. kejujuran wajib pajak, 
c. kemauan membayar pajak dari wajib pajak (tax mindedness), 
d. kedisiplinan wajib pajak (tax disciplin). 
3. Withholding Tax System 
Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya 
pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang 
dimaksud antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.  
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak 
       Menurut Mardiasmo (2011:5), pengelompokan pajak dibagi menurut 
golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya. 
1. Menurut Golongan 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 
dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 




b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. 
3. Menurut Lembaga Pemungutnya 
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 
terdiri atas: 
1. pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
2. pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 
Pajak Hiburan 
2.2 Penghasilan 
       Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah beberapa 
kali mengalami perubahan dan terakhir kali dubah dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh) mendefinisikan: 
“...Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, 
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau dapat menambah nilai kekayaan, dengan 







2.2.1 Pajak Penghasilan 
       Menurut Purwono (2010:86), pajak penghasilan adalah: 
“...salah satu sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan rakyat, 
merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam 
pembiayaan dan Pembangunan Nasional.”  
       Menurut UU PPh, pajak penghasilan adalah: 
“...pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima 
atau diperolehnya dalam tahun pajak.” 
       Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 yang 
mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan, pajak penghasilan adalah: 
“...pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini 
dikenakan atas penghasilan kena pajak.” 
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 
       Subjek pajak terdiri atas subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. 
Menurut Diana dan Setiawati (2010:131), badan adalah: 
“…sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang termasuk 
sebagai badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” 
       Berdasarkan UU PPh, subjek pajak dibedakan sebagai berikut. 
1. Subjek pajak dalam negeri yaitu: 
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang 
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 




b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut. 
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah; dan 
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 
negara, dan 
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 
yang berhak. 
2. Subjek pajak luar negeri yaitu: 
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 
tetap di Indonesia; dan  
b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 




dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia. 
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan   
       Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak 
adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
termasuk: 
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 
lain dalam undang-undang ini; 
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 
c. laba usaha; 
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 
anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, atau badan lainnya; 
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 
dalam bentuk apapun; 
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-
pihak yang bersangkutan; dan 
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 
perusahaan pertambangan; 
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambalian 
utang; 
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi; 
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 




k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
n. premi asuransi; 
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 
wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 
pajak; 
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 
s. surplus Bank Indonesia. 
       Selain objek pajak yang bersifat tidak final, ada beberapa pajak penghasilan 
(objek pajak ) yang dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final. Penghasilan 
yang dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam 
Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi jumlahnya tidak dijumlahkan dengan 
penghasilan lainnya, dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pajak yang 
sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak. 
Menurut Djuanda dan Lubis (2004:23), yang dimaksud final sebagai berikut. 
1. Pajak dipungut oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau 
diperoleh. 
2. Pajak yang dibayar oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima 
atau diperoleh. 
3. PPh final selalu dikenakan pada penghasilan bruto (nilai penjualan) 
dengan mempertimbangkan profit margin rata-rata sektor usaha itu tanpa 
ada pengurang atas penghasilan bruto.  
       UU PPh pasal 4 ayat (2) mengatur tentang penghasilan yang dapat 
dikenakan pajak bersifat final. Beberapa penghasilan yang dikenakan pajak  
bersifat final adalah sebagai berikut. 
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 
surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 
anggota koperasi orang pribadi. 




3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 
penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 
perusahaan modal ventura. 
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, 
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 
bangunan, dan 
5. Penghasilan tertentu lainnya. 
2.2.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan 
       Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah: 
1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh  pemerintah dan 
yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan 
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 
diterima oleh lembaga keagamaan yang  dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 
dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan 
 b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan 
kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.  
2. Warisan. 
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham 
atau sebagai pengganti penyertaan modal. 
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib 
pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib 
pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan 
norma penghitungan khusus (deemed profit). 
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi kexelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi bea siswa. 
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 
daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 
modal yang disetor. 
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 
pegawai.  
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-
bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 
firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 




a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;dan  
b.  sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia. 
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan 
Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  
2.2.5 Pengurang Penghasilan Bruto 
       Pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dibagi menjadi dua yaitu: 
pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. 
Pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran 
yang ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan 
dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 
Sedangkan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto 
meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang 
jumlahnya di atas kewajaran (Djuanda dan Lubis, 2004:36). 
Pengurang yang diperkenankan (deductible expenses), yaitu: 
a) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, 
antara lain: 
1. biaya pembelian bahan. 
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, 
bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 
3. bunga, sewa, dan royalti.  
4. biaya perjalanan. 
5. biaya pengolahan limbah. 
6. premi asuransi. 
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 
8. biaya administrasi. 




b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi 
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 1 tahun.  
c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan. 
d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam 
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan.  
e) kerugian selisih kurs mata uang asing. 
f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, 
selama dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi 
pengembangan perusahaan. 
g) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 
h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat sebagai berikut. 
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 
2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada 
Direktorat Jenderal Pajak; dan 
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 
instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian 
tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan 
debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum 
atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah 
dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan 
piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf k; 
i) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
j) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
k) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
l) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
m) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pengurang yang tidak diperkenankan (non deductible expenses), yaitu: 
a) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk 
dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 
pembagian sisa hasil usaha koperasi. 
b) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk oleh kepentingan pribadi pemegang 
saham, sekutu atau anggota. 
c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang 
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. 
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang 
dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan. 
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 
5. cadangan biaya penenemana kembali untuk usaha kehutanan. 
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempatt pembuangan limbah 
industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-




d) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi, dwiguna, 
dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali 
jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan 
bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 
e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 
dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman 
bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan 
kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
f) jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau 
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan 
dengan pekerjaan yang dilakukan. 
g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta 
zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk 
atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 
bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga 
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
h) pajak Penghasilan. 
i) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau 
orang yang menjadi tanggungannya. 
j) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 
k) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa 
denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang 
perpajakan. 
2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) 
       Djuanda dan Lubis (2004:63) mengatakan bahwa dalam pemungutan pajak, 
tarif merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian 
penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (income 
bracket). 
       Pasal 17 UU PPh menetapkan tarif atas penghasilan kena pajak sebagai 
berikut. 









Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5% 












b. Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut. 
 a. Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009 
 b. Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya 
c. Tarif pajak khusus wajib pajak badan tertentu mulai tahun 2009
 (Wahono,2012:116). 
 Untuk perseroan terbuka yang sahamnya minimal dimiliki publik 40%. 
Bagi PT terbuka dengan saham yang dimiliki publik minimal 40% ada 
pengurangan tarif 5% (Pasal 17 (2b)) sehingga tarif menjadi: 
 tarif pajak 2009 = 23% 
 tarif pajak 2010 = 20% 
 Bagi wajib pajak badan dengan omzet/penjualan kotor setahun 
sampai dengan 50.000.000. 
Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 
dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 
sebesar  50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena 




sehingga tarif PPh badan untuk usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) tersebut sebagai berikut. 
             Tabel 2.2 
                 Tarif Pajak Wajib Pajak Badan dengan Omzet s.d. 50 Miliar 
Bagian Omzet Tahun 2009 Mulai 2010 









2.3 Laporan Keuangan 
       Menurut Kasmir (2010:7), laporan keuangan adalah laporan yang 
menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 
periode tertentu. Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat 
ini merupakan kondisi terkini yang menyajikan keadaan keuangan perusahaan 
pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba 
rugi).  
       Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau 
enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk 
laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Dengan adanya laporan 
keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah laporan keuangan 
tersebut dianalisis. 
2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan 
       Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 
keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode 




keuangan menyebutkan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan 
keuangan sebagai berikut. 
1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 
perusahaan pada saat ini; 
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 
dimiliki perusahaan pada saat ini; 
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 
pada suatu periode tertentu; 
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 
perusahaan dalam suatu periode tertentu; 
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 
aktiva, pasiva, dan modal perusahaan; 
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 
periode; 
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan; 
8. Informasi keuangan lainnya.  
2.3.2 Sifat Laporan Keuangan 
       Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus 
dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal 
penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu 
sendiri. 
       Sifat laporan keuangan dalam praktiknya bersifat historis dan menyeluruh. 
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data 
masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Bersifat menyeluruh 
maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, dan disusun sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan.  
2.3.3 Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan 
       Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk kepentingan pemilik dan 
manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang 
berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya pembuatan dan penyusunan 
laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik 




       Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan sebagai 
berikut. 
a. Pemilik 
       Pemilik adalah mereka yang memiliki usaha tersebut, tercermin dari kepemilikan 
saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan 
pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah: 
a) untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini. 
b) untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode.  
c) untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. 
b. Manajemen 
       Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin 
kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut beberapa nilai penting laporan 
keuangan bagi manajemen sebagai berikut. 
a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan 
mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai 
target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. 
b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber 
daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.  
c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan 
yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi  dasar 
pengambilan keputusan di masa yang akan datang.  
d. Laporan Keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke 
depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik 
dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga 
target-target yang diinginkan dapat tercapai. 
c. Kreditor 
       Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Kepentingan pihak 
kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi 
pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Kepentingan  pihak 
kreditor adalah: 
a. pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan  dalam 
hal pembayaran kembali pinjaman  tersebut (macet). 
b. pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan  untuk 
melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.  
c. pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru  menjadi 
beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata  kemampuan 
perusahaan di luar dari yang diperkirakan.  
d. Pemerintah 
       Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat 
perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan 
kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan 
secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah: 
a. untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan 
perusahaan yang sesungguhnya; 
b. untuk mengatahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan 
keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah  pajak yang 





       Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. 
Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas 
usahanya di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank 
dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham.  
       Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum 
memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara 
matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan 
perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek 
usaha ini sekarang dan masa yang akan datang.  
2.3.4 Komponen Laporan Keuangan 
       PSAK No. 1 menyebutkan ada lima komponen laporan keuangan sebagai 
berikut. 
1. Neraca (Posisi Keuangan) 
       Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan 
perusahaan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi 
keuangan adalah  aset, kewajiban, dan ekuitas.   
2. Laporan Laba Rugi 
       Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kinerja 
keuangan perusahaan. Unsur yang langsung berkaitan dengan 
pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban.  
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
       Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau 
penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan 
berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus 







4. Laporan Arus Kas 
       Laporan arus kas memberi informasi historis mengenai perubahan 
kas dan setara kas dari suatu perusahaan. Laporan arus kas 
mengklasifikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun 
pendanaan selama suatu periode akuntansi. 
5. Catatan Atas Laporan Keuangan 
       Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 
rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus 
kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti 
kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga 
mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan 
dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan 
untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 
2.4 Koreksi Fiskal 
       Rekonsiliasi (koreksi) fiskal menurut Agoes dan Trisnawati (2013:237) 
adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan 
fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan 
ketentuan perpajakan. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan 
laba fiskal Penghasilan Kena Pajak yang akan digunakan sebagai dasar 
perhitungan PPh. 
2.4.1 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan
 Keuangan Fiskal 
       Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan 




dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta 
perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2013: 378). 
       Agoes dan Trisnawati (2013:238) menyebutkan perbedaan antara akuntansi 
komersial dengan ketentuan fiskal (UU PPh), terdiri dari beda tetap (permanen) 
dan beda waktu (sementara). 
1) Beda Tetap 
       Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan 
dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan 
dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut 
fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi 
menurut akuntansi (laba sebelum pajak/pre tax income). 
       Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan 
mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan 
Kena Pajak (PKP) sebagai berikut. 
a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final-Pasal 4 ayat 
(2) UU PPh. 
b. Penghasilan yang bukan objek pajak-Pasal 4 ayat (3) UU PPh. 
c. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan 
usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau 
yang jumlahnya melebihi kewajaran-Pasal 9 ayat (1) UU PPh. 
d. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang 





e. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura. 
f. Sanksi perpajakan. 
2) Beda Waktu 
       Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan 
perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban 
atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi 
tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. 
       Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai 
antara fiskal dengan akuntansi dalam hal: 
1. aktual dan realisasi. 
2. penyusutan dan amortisasi. 
3. penilaian persediaan. 
4. kompensasi kerugian fiskal. 
2.4.2 Jenis Koreksi Fiskal 
       Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi 
fiskal negatif (Wahono, 2012:106). 
1. Koreksi fiskal positif bersifat menambah atau memperbesar penghasilan 
berdasarkan laporan keuangan komersial atau mengurangi biaya-biaya 
komersial yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang. 
Koreksi fiskal positif yang mengakibatkan bertambahnya laba bersih kena 
pajak atau penghasilan kena pajak sebagai berikut. 
a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang 




b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan,  
c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk 
natura dan kenikmatan, 
d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada 
pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
sehubungan dengan pekerjaan, 
e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, 
f. Pajak penghasilan, 
g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV 
yang modalnya tidak terbagi atas saham, 
h. Sanksi administrasi, 
i. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, 
j. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal, 
k. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya, 
l. Penyesuaian fiskal positif lainnya, 
2. Koreksi fiskal negatif bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan 
berdasarkan laporan keuangan komersial atau menambah biaya-biaya 
komersial, yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak yang terutang. 
Koreksi fiskal negatif yang mengakibatkan berkurangnya laba bersih kena 
pajak atau penghasilan kena pajak sebagai berikut. 
a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, 
b. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal, 
c. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, 




       Menurut Darmawan (2007:90) penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian 
terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan 
PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak dalam rangka menghitung 
penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan 
pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi 
biaya-biaya komersial. Sedangkan penyesuaian fiskal negatif adalah 
penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghaasilan 
yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka 
menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan 
pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah 
biaya-biaya komersial.  
2.4.3 Aset dan Utang Pajak Tangguhan 
       Dalam PSAK No. 46 disebutkan bahwa perbedaan waktu (timing differences) 
antara LKP dengan LK menimbulkan aset (aktiva) pajak tangguhan (deferred tax 
asset) dan utang (kewajiban) pajak tangguhan (deferred tax liability). Aktiva pajak 
tangguhan bukan merupakan piutang atau pembayaran pendahuluan pajak yang 
dapat dikreditkan, dikompensasikan atau direstitusi, melainkan jumlah PPh yang 
akan terpulihkan di masa depan karena beda waktu negatif (laporan 
keuangan<laporan keuangan pajak) yang boleh diperhitungkan dan sisa rugi 
yang masih dapat dikompensasikan (paling lama lima tahun). Utang (kewajiban) 
pajak tangguhan juga bukan utang pajak yang harus dilunasi atau dikompensasi 
dengan kelebihan pembayaran pajak sehingga mengurangi restitusi, melainkan 
jumlah PPh yang timbul dari beda waktu positif (laporan keuangan pajak>laporan 





2.4.4 Teknik Rekonsiliasi Fiskal  
       Menurut Resmi (2013:282) teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara: 
a. jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui 
menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah 
penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang 
berarti mengurangi laba menurut akuntansi. 
b. jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui 
menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah 
penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang 
berarti menambah laba menurut akuntansi. 
c. jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak 
diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, 
rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah 
biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti 
menambah laba menurut akuntansi. 
d. jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi 
diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, 
rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah 
biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang 









3.1 Rancangan Penelitian 
       Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha 
untuk mengungkap suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, 
sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Penelitian 
ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan 
gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan perusahaan, dan 
penerapan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan.  
3.2 Tempat Penelitian 
       Penelitian ini dilakukan di PT Pelabuhan Indonesia IV yang bergerak di 
bidang jasa kepelabuhanan beralamat di Jl. Soekarno No. 1 Makassar. Tempat 
penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun 
informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh serta relevan dengan pokok 
permasalahan yang menjadi objek penelitian. 
3.3 Jenis dan Sumber Data  
3.3.1 Jenis Data 
      Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 
kuantitatif. Data kualitatif dapat diperoleh dengan melihat kondisi perusahaan 
seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, 





melalui dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan 
keuangan perusahaan. 
3.3.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan 
wawancara dan observasi pada perusahaan sebagai objek penelitian. 
2. Data sekunder, yaitu data yang berupa catatan-catatan perusahaan dan 
lampiran-lampiran serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.  
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data sebagai berikut. 
1. Teknik observasi yaitu dilakukan pengamatan secara langsung pada 
perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu PT Pelabuhan Indonesia 
IV (Persero) Makassar untuk memperoleh data-data yang relevan. 
2. Teknik interview yaitu penelitian dilakukan dengan mengadakan 
wawancara secara langsung dengan pimpinan dan sejumlah personil 
untuk memperoleh data. 
3.5 Metode Analisis 
      Metode analisis yang digunakan yaitu “analisis deskriptif/comparative yaitu 
dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan keuangan dan laporan 
fiskal yang ada. Kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan 
dari perusahaan dan hasil perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan 






Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai pajak penghasilan 
badan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar, maka peneliti dapat 
menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis sebagai berikut. 
1. Hasil analisis laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Makassar, menunjukkan bahwa secara garis besar perusahaan telah 
melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan 
peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang 
pajak penghasilan. Tetapi dilakukan koreksi terhadap beberapa akun 
seperti biaya penyisihan piutang, biaya atas penghasilan final, akun 
penyisihan piutang, dan selisih beban imbalan pasca kerja.  
2. Setelah dilakukan koreksi fiskal pada PT Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) Makassar, dalam perhitungan PPh pasal 29 terdapat PPh yang 
kurang bayar sebesar Rp. 2.836.068.574 dan PPh pasal 25 terdapat lebih 
bayar sebesar Rp. 236.339.048. Untuk perbandingan PPh pasal 25 dan 
29 yang kurang bayar disetor ke kas negara. 
3. Setelah dilakukan perhitungan pajak tangguhan, diperoleh kewajiban 
pajak tangguhan sebesar  Rp. 6.290.096.904 dengan mengalikan tarif 






1. Disarankan agar perusahaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Makassar tetap melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai 
dengan peraturan perpajakan. 
2. Disarankan agar perusahaan memperhatikan biaya-biaya yang tidak 
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